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BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Sejalan  dengan  pelaksanaan = Reformasi Birokrasi dan
pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan
Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus
- melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu kepada amanah Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi dan mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment
tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi
yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih
dan melayani.

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB merupakan satuan keria
yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi

pelayanan strategis serta mengelola sumber daya vang cukup
besar.

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas | yang akan ditetapkan oleh
Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju

wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih
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melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat

menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas
Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat
dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya
diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Maksud Dan Tujuan
Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei
Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas | ini
adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk

mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi
Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju
zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi

bersih melayani.

Landasan Hukum
a} Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi,

korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¢} Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publil.

d} Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik,

e) Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi

Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

f} Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019.

Rencana Kerja
1.4.1. Persiapan _
Sebelum  melaksanakan survei persepsi korupsi
beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah
sebagai berikut.
- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan
secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan
SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
a. Kuesioner.
b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
¢. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan  Waktu
Pengumpulan Data '
a. Jumlah Responden, yaitu 100 responden;
b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei

dilakukan. Survey dilaksanakan pada tanggal 01
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1.4.2.

1.4.3.

April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah
ditetapkan di dalam kuesioner.

Pengisian Kuesioner  oleh responden  yang
mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas
dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah
disediakan.

Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner
kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur,
jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai

bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan
(empat kali dalam satu tahun).
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BAB II
METODOLOGI
Metode Penelitian
Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan
metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai .variabel
mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang

lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang

ada dengan menggunakan angka-angka untuk

menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang
- menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi Dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang
menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri
Bengkalis Kelas 1. Teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja
yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang

kebetulan ditermnui itu cocok sebagai sumber data.

Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan
penelitian terutama  dalam menangkap kejadian atau
peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar
didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu
Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas 1B.
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Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus
masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian
layanan di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;

Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer
yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi
tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data
dilaksanakan pada rentang wakitu 3 {tiga) bulan atau data
minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpuikan oleh
petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua
Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB. Ketua Pengadilan
Negeri Bengkalis Kelas IB akan mengecek kerja petugas
pelaksana  saat  berkomunikasi  dengan responden,
membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti
kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden
benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas melaluj
Aplikasi Sisuper, dan bertanggung jawab terhadap hasil

perhitungan survei IPK.

Teknik Analisis Data
Analisis data untuk menentukan indeks  korupsi
menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi
divkur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 — 4.
Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan
nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan
mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam

melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skorihg /
angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan

indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang
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diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan
Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing
indikator yang digunakan dalam peneclitian ini. Kedua,

mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 ~ 4 yang kemudian

dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya
mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin
BERSIH DARI KORUPSI.

Tahapan pelaksanaan
Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan
beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat
diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur
penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat
digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas
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Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

"No | .. Ruang lingkup
1 Manipulasi Peraturan
2 Penyalahgunaan Jabatan
3 Menjual Pengaruh
4 | Transparansi Biaya
5 | Transaksi Rahasia
6 | Biaya Tambahan
7 |Hadiah
8 |Transparansi Pembayaran
9 | Percaloan
10 | Perbuatan Curang
Tabel 3
Nilai Persepsi
Nilai | Nilai | Nilailmterval } - -} - - = -
. A 0 iMutu|  Kinerja
Persepsi| Interval | KoaversiIPK | ’ _
Tidak bersih
1 1.00-1.75 25 -43.75 1

dari korupsi

Kurang bersih
2 1.76 - 62.50 | 43.76 - 62.50 2

dari korupsi

Cukup bersih

3 2.51-3.25 62.51 - 81.23 3
dari korupsi
Bersih dari
4 3.26 - 4.00 81.26 — 100.00 4
korupsi
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BAE III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
Profil résponden
3.1.1. Tingkat pendidikan responden
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh
gambaran hahwa dari latar belakang pendidikan,
pengakses layanan di Satuan Keria pada Pengadilan

Negeri Bengkalis Kelas IB mayoritas memiliki latar

Sarjana.
NO | PENDIDIKAN TERAKHIR REJ;ISEI?;{EN PERSENTASE

i TIDAK SEXKOLAH - -

2 5D 0 0%
3 SMP 0 0%
4 SMA. 4 4%
5 DIPLOMA 0 0%
6 SARJANA a5 95%
7 PASCA SARJANA 1 1%

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

" DOTidak Sekolah
sh
O spMP
EISMA
& DIPLOMA
[ SARJANA

B PASCA SARJANA
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3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan

bahwa sebesar 88.0% responden pengguna layanan

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB mememiliki

pekerjaan sebagai Lainnya {Advokat).

NO| PEKERJAAN UTAMA RE";’%;%N PERSENTASE
1 PNS 0 0%
2 TNI/POLRI 5 5%
3 PEGAWAI SWASTA 7 %
g WIRASWASTA 0 0%
5 PETANI/NELAYAN 0 0%
6 PEDAGANG 0 0%
7 | PELAJAR/MAHASISWA 0 0%
8 LAINNYA 88 88%
Tabel 5.

Jenis Pekerjaan Responden

ETNI/POLRI

PEDAGANG

E1LAINNYA

B PEGAWAI SWASTA
LIWIRASWASTA

# PETANI/NELAYAN

B PELAJAR/MAHASISWA
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3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara ini jika melihat responden Pengguna

Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri

Bengkalis Kelas IB berdasarkan Kelompok Usia,

menunjukkan bahwa mayoritas Pengguna Layanan

berada dalam kelompok usia produktif yaitu usia

antara 29 s.d 39 tahun. Bagi Kelompok usia di atas 60

tahun, jumiah responden semakin mengecil.

NO USIA REJ;I:E)III\?;{EN PERSENTASE
1 |18 TAHIUN 5.D. 28 TAHUN 4 4%
2 129 TAHUN S.D. 39 TAHUN 21 21%
3 40 TAHUN S.D, 49 TAHUN 70 T0%
4 150 TAHUN S.D. 59 TAHUN 3 3%
S 60 TAHUN S.D. 69 TAHUN 2 2%

Tabel 6.
Usia responden
Ty
B29s.d39
[140 s.d 49
(150 s.d 59
605469
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3.1.4. Layanan yang digunakan
Pelayanan Informasi menjadi jenis pelayanan yang
paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu
sebesar 52% (Lima Puluh Dua Persen).

JUMLAH
NO JENIS PELAYANAN | o o [PERSENTASI
1  |PELAYANAN GUGATAN 12 12%
PELAYANAN o
2 PERMOHONAN 9 5%
3  {PELAYANAN MEDIASI 5 5%
4  PELAYANAN INFORMASI 52 52%
PELAYANAN N
5  bERSIDANGAN 22 22%

Tabel 7.

Jenis layanan yang dipergunakan responden

PELAYANAN
GUGATARN

PELAYANAN
PERMOHCONAN

DOPELAYANAN
MEDIAS!

LIPELAYANAN
INFORMASH

B PELAYANAN
PERSIDANGAN
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Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil
pada index Selaiu Sesuai Prosedur.

Indeks dapat diartiken bahwa Kinerja Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB bersih dari
memanipulast data peraturan dalam pelayanan dan

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

NO Kriteria/Nilai REJ;EEOLNA;IEN PERSENTASE
1 [Selalu Sesuai Prosedur {4) 100 106%
2 Sering Sesuai Prosedur (3} 0 0%
3 Marang Sesuai Prosedur (2) 0 0%
4 [Tidak Sesuai Prosedur (1) 0 0%

Tabel 8
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

NILAE 4 100%
NILAL 3 0%
CINILAI 2 0%
CINILAL 1 0%
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3.2.2. Indikator Penvalahgunaan Jabatan

Dari Skala 1 sampai

4, hasil persepsi

responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

ini menunjukkan hasil pada Index Petugas Melayani

Tanpa Meminta Imbalan.

Indeks dapai diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja

pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas 1B bersih dari

meminta imbalan dan pungutan liar;

N P JUMLAK

NO Kriteria /Nilai RESPONDEN PERSENTASE
Petugas Melayani Tanpa Meminta

1 |Imbalan (4} 100 100%
Petugas Melayani Jarang Meminta

2 |[Imbalan (3} 0 0%
Petugas Melayani Sering Meminta

3 |[Imbalan (2} 0 0%
Petugas Melayani selalu Meminta

4 fimbalan (1) 0 0%

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

NILAL 4 100%
EINILAL 3 0%
ONIEAL 2 0%
CNILAL 1 0%

et e e ARSI R ey
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3.2.3.

Indikator Meniual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil
pada index Tidak Pernah;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB tidak ada

membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

NO Kriteria/Nilai REJ:%%?EN PERSiNTAS
1 Tidak Pernah (4 100 100%
2 Jarang/Pernah (3} 0 0%
3 Sering {2} 0 0%
4 Selalu (1) 0 _ 0%
Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

MNILAI 4 100% i
I NILAL 3 0%
EINILAL 2 0%
ENILAI1 0%
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3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi
responden pada indikator Transparansi Biaya ini
menunjukkan hasil pada index SELALU;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB selaiu
mudah dalam mendapatkan informasi tentang

tariff/biaya baik melalui website ataupun petugas

layanan;
se s __ JUMLAR PERSENTAS
NG | Kriteria/Nilai RESPONDEN B
1 Selalu {4) 100 100%
2 Sering [3) - 0 0%
3 Jarang {2) 0 0%
4 [Tidak Pernah (1) 0 0%
Tabel 11

Indeks pada indikator fransparansi biaya

NiLAI 4 100%
NILAI 3 0%
ONILAE2 0%
ONILAIL 0%
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3.2.5.

Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil
pada index SELALU;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB selalu

membayar tariff resmi tanpa ada biaya tambahan.

. . - JUMLAH
NO Kriteria/Nilai RESPONDEN PERSENTASE
i Selalu (4) 100 100%
2 Sering (3) 0 0%
3 Jarang (2} 0 0%
Tidak Pernah
4 (1) 0 0%
Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

NILAI 4 100%
NILAI 3 0%
[INILAI 2 0%
O NILAI 1 0%
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3.2.6. Indikator Biava Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada
index TIDAK PERNAH

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerjé
pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB bahwa
Masyarakat yang mendapat layanan tidak pernah
memberikan tanda terima kasih atas layanan yang

diterima (meskipun tidak diminta}.

Kriteria/Nilai REJ:I%IE\IﬁN PERSENTASE
Tidak Pernah (4} 100 100%
Jarang/Pernah (3) 0 0%
Sering (2) 0 0%,
Selalu (1) 0 0%
Tabel 13.

Indeks pada indikator biaya tambahban

ENILAL 4 100%
ENILA 3 0%
CINILAI 2 0%
[INILAIL 2 0%
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3.2.7.

Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada

indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index
SELALU;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja

pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas 1B bahwa

Masyarakal yang mendapat layanan selalu menerima

bulkti

transaksi

keuangan/pembayaran yang sah

setelah proses pembayaran dilakukan dan tidak

memberikan hadiah atau gratifikasi kepada petugas;

NO Rriteria/Nilai RE?%II?;{EN PERSENTASE
1 Selalu (4) 100 100%
2 Sering {3} 0 0%
3 Jarang (2) 0 0%
4 Tidak Pernah {1) 0 0%
Tabel 14

Indikator Hadiah

NILAI & 100%
NiLAL 3 0%
TINILAL 2 0%
[ MILAE 1 0%
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3.2.8. Indikator Transparansi Pembavaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi
responden pada indikator Transparansi Pembayaran
ini menunjukkan hasil pada index PERNAH;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB bahwa
Masyarakat yang mendapat layanan selalu menerima
bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah

setelah proses pembayaran.

NO Kriteria/Nilai REJ;I;\E)%%I::?EN PERSENTASE
1 Selalu (4} 100 100%
2 Sering (3) 0 0%
3 Jarang {2) 0 0%
4 Tidak Pernah (1} 0 0%
Tabel 15

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

NILAI 4 100%
NILAI 3 0%
CINILAL 2 0%
[INILAY 1 0%
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3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index
Tidak Pernah;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja
pada Pengédilan Negeri Bengkalis Kelas IB bahwa
Masyarakat yang mendapat layanan tidak pernah-
mengetahui ada praktek percaloan.

NO | Kriteria/Nilai REJ;III’\(&);AIEN PERSENTASE
1 Tidak Pernah (4) 100 100%
2 Jarang/Pernah (3} 0 0%
3 | Sering (2) 0 0%
4 Selalu {1) 0] 0%

Tabel 16
Indeks pada indikator percaloan

| CNIAIZ 100% |

NILA} 3 0%
ONILAI 2 0%
EINILAL 2 0%
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3.2.10,

Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampal 4, hasil persepsi responden
pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan
hasil pada index TIDAK PERNAH;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB tidak
pernah mengurus perkara melalui

Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan

NO Kriteria/Nilai | 000" | PERSENTASE
1 Tidak Pernah (4) 160 iOO%
2 Jarang/Pernah (3} 0 0%
3 Sering (2) 0 0%
4 Selalu (1} 0 0%

Tabel 17
indeks pada indikator perbuatan curang

EBNILAL 4 100%
EINILAI 3 0%.
ONILAL 2 0%
O NILAI 1 0%
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Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan
Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks
Persepsi Korupsi Satuan Kerja di Pengadilan Negeri Bengkalis
Kelas 1B scbesar 4.00/100 (empat koma nol nol} dengan
nilal mutu 4 {empat) dengan kinerja BERSIH DARI

KORUPSI

wO - . INDIKATOR : | ”ﬁi_LAI RATA-RATA'
T MANIPULASI DATA T 4.00
2 | PENYALAHGUNAAN DATA 4.00
3 MENJUAL PENGARUH 4.00
4 TRANSPARANSI BIAYA 4.00
5 TRANSAKSI RAHASIA 4.00
6 BIAYA TAMBAHAN 4.00
7 HADIAH 4.00
8 TRANPARANSI BIAYA 4.00
9 PERCALOAN 4.00
10| PERBUATAN CURANG 4.00
NILAI INDEKS PRESEPSI KORUPSI 4.00

Tabel 18.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Bengkalis Kelas IB

Indeks 4.00 {Empat Koma Nol Nol) tersebut jika
dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor
indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit
pelayanan BERSIH DARI KQORUPSI. Nilai interval konversi

indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 100 {Seratus).
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Tabel 19,
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pada

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB

NILAI
NILAI NILAIX INTERVAL _
- MUTU KINERJA
PERSEPSI| INTERVAL KONVERSI
' IPK
Tidak bersih
1 1.00 - 175 |25-43.75 1
dari korupsi
Kurang bersih
2 1.76 — 62.50 | 43.76 - 62.50 2 )
dari korupsi
Cukup bersih
3 2.51-3.25 {62.51-81.25 3
dari korupsi
81.26 ~ Bersih dari
4 3.26 -4.00 4
100.00 korupsi

Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja

pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi,
survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari
responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan
pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja

pada Peagadilan Negeri Bengkalis Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :
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Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan

Satuan Kerja pada pengadilan

Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan

No
Kerja pada pengadilan
1 Peningkatan Pelayanan Informasi
2 Peningkatan Fasilitas Publik
3 Peningkatan pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB diperoleh

informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB

memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4.00/100 (Empat Koma

Nol Nolj atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10

indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai
berikut:

1.

Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks bersih

dari korupsi;

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks bersih
dari kornpsi;

3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks bersih dari
korupsi;

4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks bersih dari
korupsi;

5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks bersih dari
korupsi;

6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks bersih dari
korupsi;

/7. Indikator Hadiah, mendapat indeks bersih dari korupsi;

8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks
bersih dari korupsi;

9. Indikator Percaloan, mendapat indeks bersih dari korupsi;

10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks bersih dari
korupsi;

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator
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terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri
Bengkalis Kelas IB Tahun 2022 tersebut di atas,
menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di
atas 4.00/100 (Seratus} atau masuk pada persepsi bersih
dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun
tersebut  menunjukkan bahwa  indikator MENJUAL
PENGARUH memiliki indeks paling rendah diantara indikator
lainnya.

Harapan kami, Laporan ini dapat menjadi media
pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dalam
rangka pelayanan pengadilan bersih dari korupsi di masa
sekarang dan mendatang bagi seturuh pejabat dan staf di
Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;

Bengkalis, 10 Juli 2023
TIM SURVEY PERSEPSI KORUPSI

—

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH.
NIP.19860516 2011 01 2015
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NOTULEN MONITORING EVALUAS! SURVEL IPK TRIWULAN It APRIL-JUNI 2023 PENGADILAN

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
Jalan karimun No.12 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Telp. 0766-21031, 21074 Fax. 0766-22831
Website: pn-bengkalis.go.id Email: pn_bengkalis@yahoo.co.id

NEGERi] BENGKALIS KELAS IB

Hari / Tanggal Pelaksanaan A7 Juli 2023;

Wakiu Pelaksanaan 1 02.00 Wib s/d selesai;

Tempat Pelaksanaan . Ruang Sidang Kusumaadmaja
Pemimpin Rapat . Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
Peserta 1 Hakim, Panitera, Sekretaris

Panitera Muda, Kasubag, Staf dan
Honorer Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Survey [KM

RINGKASAN ACARA

A. PEMBUKAAN
Rapat dibuka oleh Ketua Pengaditan Negeri Bengkalis pada pukul 10.00 wib;

B. PEMAPARAN HASIL SURVEY

1,

3.

Survey dilaksanakan dari tanggal 01 April 2023 s/d 30 Juni 2023 kepada Pengguna
Pelayanan Pengadilan dengan didampingi oleh Pegawai Survey dan FPengguna Pelayanan
Pengadilan diminta menguasai Kuisioner, dari penyebaran kuisioner Online melaluj aplikasi
SISUPER Badilum sebanyak 100 Responden;

Mengacu pada Permenpan RB No 10 tahun 2019, ada 10 ruang lingkup penitaian IPK yang
dituangkan dalam kuisioner dan Dari hasil perhitungan survey tersebui terdapat nilai
terendah yaitu “"MENJUAL PENGARUH”;

Dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi agar dapat menindaklanjuti hasif dari Survey
tersebut;

4. Untuk itu mohon arahan dan bimbingan untuk menindaklanjuti hasil survey ersebut;

C. ARAHAN KETUA DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HASIL SURVEY

1.
2,

3.

Agar menerapkan apa yang telah diatur dalam PERMA No 7,8,8 Tahun 2016:

Agar menerapkan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani secara bertanggung jawab
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Aparatur Pengaditan;

Agar tidak ada Aparatur Pengadilan yang melakukan upaya percaloan atau Makelar Kasus
karena jika ada terdapat dan diketahui maka akan sangat tegas diproses oleh Ketua
Pengadilan;

4. Agar setiap aparatur pengadilan membudayakan non KKN dan tidak ada vang menjual

5.

pengaruh;

Agar Aparatur Pengadilan di PTSP memperhatikan pihak-pihak yang berurusan dengan
PTSP, segala sesuatu proses agar tidak diwakiikan oleh pihak lain, harus yang bersangkutan
fangsung, dan jika diwakilkan harus disertai dengan Surat Kuasa Resmi;

6. Agar melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan dengan Pelayanan Publik;

D, PENUTUP _
Rapat ditutup pada pukul 11.30 Wib ofeh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
Mengetahui; Dibuat Oleh;
Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Notulen

BAYU SOHO RAHARDJO SH R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH



TINDAK LANJUT HASIL MONITOR DAN EVALUASI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) APRIL-JUNI 2023

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

Berdasarkan Laporan Hasil survei Persepsi Korupsi Semester [ Indeks
Persepsi Korupsi Satuan Kerja di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
sebesar 4.000/100 (Empat koma nol nol } dengan nilai mutu 4
{empat) dengan kinerja BERSIH DARI KORUPSI

No| I_N_DIKAT_OR I mAi_mfm_-RAm-
1 MANIPULASI DATA .4‘00
2 | PENYALAHGUNAAN DATA 4.00
3 MENJUAL PENGARUH 4.00
4 TRANSPARANSI BIAYA " 4.00
5 TRANSAKSI RAHASIA 4.00
6 BIAYA TAMBAHAN 4.00
7 HADIAH 4.00
8 TRANPARANSI BIAYA 4.00
9 PERCALOAN 4.00
10 PERBUATAN CURANG 4.00

NILAI INDEKS PRESEPSI KORUPSI 4.00

Rekomendasi :

Ketua Pengadilan Negeri beserta jajaran Pejabat Struktural akan melakukan
pembinaan secara rutin kepada seluruh pegawai dan petugas di Pengadilan
Negeri Rokan Hilir Kelas IB baik Pegawai teknis maupun administrasi agar
melaksanakan PERMA 7 Tahun 2016, PERMA 8 tahun 2016 dan PERMA 9
Tahun 2016, tidak melakukan Korupsi sehingga nilai IPK meningkat dan



terwujud WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan menuju WBBM (Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani) sehingga Masyarakat akan memperoleh keadilan dan
pelayanan yang baik yang merupakan tujuan dari penegakan hukum ;

Tindak Lanjut:

Berdasarkan Rekomendasi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas
I3 memerintahkan Para Pengawas PTSP untuk aktif mengawasi dan
melakukan supervisi terhadap kinerja petugas PTSP pada Pengadilan Negeri
Bengkalis Kelas IB;

Selain itu Ketua Pengadilan Negeri selaku Top Manager dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri selaku Manager Representatif (MR} akan mengadakan
pembinaan terhadap para pegawai dan Petugas PTSP dan akan dilakukan
monitor dan Evaluasi kemudian secara rutin ;

Bengkalis, #Juli 2023

Tim Survey [PK

)

R.RIONITA MEILANI SIMBCLON SH



